BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Strategi Kepolisian Resor Seluma dalam penanganan pencegahan lalu lintas
dilaksanakan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Upaya
preemtif dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan tertib berlalu lintas,
upaya preventif melalui patroli, pengaturan lalu lintas, serta pengawasan
di titik rawan pelanggaran dan kecelakaan, sedangkan upaya represif
dilakukan melalui teguran, penilangan, dan penegakan hukum sesuai
peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan strategi tersebut telah sesuai dengan Peraturan Kapolri
Nomor 8 Tahun 2021, yang diterapkan melalui tahapan perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian operasi secara
sistematis. Meskipun menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan
personel, sarana prasarana, dan rendahnya kesadaran masyarakat,
Satlantas Polres Seluma tetap berupaya menjalankan tugas secara
profesional, humanis, dan persuasif.

Ditinjau dari perspektif Figih Siyasah Tanfidziyah, strategi yang
diterapkan Polres Seluma sejalan dengan prinsip pemerintahan Islam
dalam menjaga kemaslahatan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat.
Upaya tersebut juga mencerminkan pelaksanaan amanah pemerintah,
prinsip amar ma’ruf nahi munkar, Serta tujuan magashid syariah,

khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), sehingga penegakan hukum
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lalu lintas tidak hanya memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga
selaras dengan nilai-nilai syariat Islam.
B. Saran

1. Kepolisian Resor Seluma diharapkan dapat meningkatkan kegiatan
sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya kepada pelajar,
pengendara muda, dan masyarakat di daerah pedesaan mengenai
pentingnya tertib berlalu lintas. Kegiatan edukasi tersebut perlu dilakukan
secara berkelanjutan agar kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat
sehingga dapat mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di
Kabupaten Seluma.

2. Satlantas Polres Seluma diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan
patroli rutin, pengawasan di titik rawan pelanggaran dan kecelakaan, serta
operasi lalu lintas secara berkala dengan tetap mengedepankan sikap
humanis, profesional, dan persuasif dalam penegakan hukum. Selain itu,
diperlukan penambahan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan
jumlah personel agar pelaksanaan operasi lalu lintas dapat berjalan lebih
efektif dan optimal.

3. Pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dengan
pihak kepolisian dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas.
Masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan lalu lintas
sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan diri sendiri
maupun orang lain, sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban,

dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Seluma.
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